
SALINAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2022  

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 
Anggaran 2021. 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No.
12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor  4614); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

 
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 154); 
 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2020 Nomor 5); 

 

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2021 Nomor 7); 

 
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 6). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

dan 
WALIKOTA SURABAYA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan 

keuangan memuat : 
 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 

c. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

d. laporan operasional; 

e. laporan perubahan ekuitas; 

f. laporan arus kas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan. 
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan kinerja badan usaha milik daerah. 

. 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam                  

Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut : 

a. Pendapatan…………..Rp 8.326.878.076.226,29 

b. Belanja………………...Rp 7.819.077.321.545,57 

Surplus………………………………………Rp 507.800.754.680,72 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan………   Rp    316.623.750.966,77 

- Pengeluaran……..   Rp                             0,00 

                       Pembiayaan Netto……………………..…. Rp 316.623.750.966,77 

 

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 adalah sebagai berikut : 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                            
(Rp.348.130.170.907,71) dengan rincian sebagai berikut : 

 
a. Anggaran Pendapatan setelah  

perubahan 
Rp. 8.675.008.247.134,00 

   

b. Realisasi Rp. 8.326.878.076.226,29 
   

 Selisih kurang (Rp.   348.130.170.907,71) 
 

 

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                 

(Rp. 1.162.543.503.831,43)dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran belanja setelah  

perubahan 

 Rp. 8.981.620.825.377,00 

 
   

b. Realisasi  Rp. 7.819.077.321.545,57 
   

 Selisih kurang (Rp. 1.162.543.503.831,43) 

 
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah                        

Rp 814.413.332.923,72 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Defisit setelah perubahan (Rp    306.612.578.243,00) 

 
   

b. Realisasi  Rp    507.800.754.680,72 

   

 Selisih lebih     Rp 814.413.332.923,72 
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4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp 11.172.723,77 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran penerimaan 
pembiayaan setelah perubahan   

 Rp    316.612.578.243,00 

 
   

b. Realisasi  Rp    316.623.750.966,77 
   

 Selisih lebih  Rp             11.172.723,77 

 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah (Rp 10.000.000.000,00) dengan rincian sebagai                
berikut : 

 

a. Anggaran pengeluaran 
pembiayaan setelah  perubahan 

Rp       10.000.000.000,00 

   

b. Realisasi Rp.                             0,00  
   

 Selisih kurang (Rp      10.000.000.000,00) 
 
 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah                                  
Rp 10.011.172.723,77 dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Anggaran pembiayaan netto  
setelah perubahan 

Rp      306.612.578.243,00 

   

b. Realisasi Rp.     316.623.750.966,77 
   

 Selisih lebih             10.011.172.723,77 
 
 

 

 

Pasal 4 
 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 

31 Desember 2021 sebagai berikut : 
 

a. Jumlah aset Rp 47.023.936.026.338,00 

b. Jumlah kewajiban Rp      749.352.323.943,90 

c. Jumlah ekuitas   Rp 46.274.583.702.394,10 

 

 

 

Pasal 5 
 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut : 

 
a. Saldo anggaran lebih awal Rp     316.612.578.242,77 
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b. Penggunaan Saldo Anggaran 
Lebih sebagai penerimaan 

pembiayaan tahun 
berjalan 

 
 

 
Rp     316.612.578.242,77 

   

 Selisih Rp                            0,00 
 

c. Sisa lebih pembiayaan 
anggaran 

Rp     824.424.505.647,49 
 

   

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan  

Tahun Sebelumnya 

Rp                              0,00 

   

e. Saldo anggaran lebih akhir Rp     824.424.505.647,49 
 

 
 

Pasal 6 
 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2021 sebagai berikut: 

 

a. Pendapatan-Laporan Operasional       Rp 10.259.002.814.674,84 

b. Beban-Laporan Operasional            Rp   9.339.697.440.353,18 

c. Surplus kegiatan Operasional             Rp      919.305.374.321,66 

Defisit kegiatan non Operasional        (Rp      154.521.300.671,40) 

d. Pos Luar Biasa                                  (Rp                             0,00) 

e. Surplus Laporan Operasional               Rp     764.784.073.650,26 

  
 

Pasal 7 
 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember Tahun 2021 sebagai berikut : 

 
a. Ekuitas awal                                 Rp 45.258.505.955.274,28 

b. Surplus Laporan Operasional             Rp     764.784.073.650,26 

c. Koreksi ekuitas                                  Rp     251.293.673.469,56 

d. Ekuitas akhir                                 Rp 46.274.583.702.394,10 

 

 
Pasal 8 

 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 

sebagai berikut : 
 
a. Saldo awal kas di Bendahara Umum 

Daerah, Badan Layanan Umum 
Daerah, Bantuan Operasional 

Sekolah, Kapitasi dan Surabaya 
Peduli Per 1 Januari 2021 

Rp      341.863.627.624,53 
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b. Arus kas dari aktivitas operasi  Rp   1.519.423.950.980,72 
 

c. 

 

Arus kas dari aktivitas investasi 

 

(Rp  1.011.612.023.576,00) 
 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp                             0,00 
   

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp           889.384.538,00 
   
f. Saldo akhir kas di Bendahara Umum 

Daerah per 31 Des 2021 

Rp     564.797.585.401,31 

   

g. Saldo akhir kas di Badan Layanan 
Umum Daerah per 31 Des 2021 
 

 Rp    235.357.501.774,69 

h. Saldo akhir kas di Bantuan 

Operasional Sekolah per 31 Des 2021 

 Rp        4.451.251.910,25 

   

i. Saldo akhir kas di Kapitasi per 31 
Des 2021 

 Rp      46.259.884.129,00 

 

j. 

 

Saldo akhir kas di Bendahara 
Pengeluaran per 31 Des 2021 

  

 Rp                            0,00 

 

k. 

 

Saldo akhir kas di Bendahara 
Penerimaan per 31 Des 2021 

  

 Rp          203.582.828,00 

   

i. Saldo Akhir kas per 31 Des 2021  Rp    851.069.806.043,25 

 
 
 

Pasal 9 

 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
 

 
Pasal 10 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
 

a.  Lampiran I   : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; 
 

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 
 

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

 
Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan; 
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Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 
pemerintah daerah, organisasi, program, 

kegiatan, dan sub kegiatan;  
 

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
 
c. Lampiran III : Laporan operasional; 

 
d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 
  

e. Lampiran V : Neraca; 
  

f. Lampiran VI : Laporan arus kas; 
  
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

 
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

 
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 

tertagih; 

 
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

 
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

 
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

 
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

 

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 
 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 
 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 

 
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 

 
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 

 

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 
 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 
 

 Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan 
    Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

 
 Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)  
    Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

 
u. Lampiran XXI : Laporan Kinerja Keuangan. 
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Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
Pada tanggal 22 September 2022

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 22 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR  126-4/2022 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN  

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 


